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ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui penjualan jual beli kripto di 

bursa tukar kripto Indonesia bisa memberikan perlindungan hak kripto, serta untuk 

mengetahui penyelesaian sengketa apabila investor asset kripto digugat. Penelitian 

skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan 

penelitian skripsi ini menggunakana bahan hokum primer, bahan hokum sekunder, 

dan bahan hukum tersier. Penelitian skripsi ini bersifat perspektif analisis.  

Hasil penelitian skripsi ini adalah: Pertama, Perlindungan hak kripto pada penjualan 

jual beli kripto di bursa tukar kripto Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 yang menyatakan bahwa 

“Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian 

hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Serta Peraturan Bappebti 

Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkan di 

Pasar Fisik Aset Kripto. Selain itu, perlindungan hukum terhadap transaksi jual beli 

aset kripto diawasi oleh Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 tentang Peraturan 

Teknis Penyelenggaraan Pasar Aset Kripto Fisik di Bursa Berjangka juga mengatur 

tentang larangan perdagangan aset kripto oleh pedagang fisik yang tidak terdaftar. 

Kedua, Penyelesaian sengketa terhadap aset kripto yang digugat diatur oleh Badan 

Arbitrase Berjangka Komersial (BAKTI) atau Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) 

yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. BPSK bertanggung 

jawab dalam menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen melalui berbagai cara 

seperti mediasi, arbitrase, atau konsiliasi. Putusan dari BAKTI dan Badan 

Penyelesaian Sengketa (BPSK) dalam penyelesaian sengketa dan perselisihan pada 

transaksi aset kripto bersifat final dan mengikat para pihak yang terlibat. Serta terkait 

dengan pelaksanaan arbitrase diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 

Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa “Pihak ketiga di luar 

perjanjian arbitrase dapat turut serta dan menggabungkan diri dalam proses 

penyelesaian sengketa melalui arbitrase, apabila terdapat unsur kepentingan yang 

terkait dan keturutsertaannya disepakati oleh para pihak yang bersengketa serta 

disetujui oleh arbiter atau majelis arbitrase yang memeriksa sengketa yang 

bersangkutan”. 
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Perkembangan internet dan teknologi dunia sangat berkembang pesat saat ini, 

khususnya pada bidang keuangan dan produk-produknya. Salah satu bentuk 

kemajuan pada bidang keuangan sebagai dampak majunya teknologi saat ini ialah 

adanya pengembangan financial technology. Pada dasarnya pengembangan 

financial technology mempunyai tujuan untuk memudahkan masyarakat dalam 

menggunakan produk keuangan dan mempermudahkan transaksi. Financial 

technology juga menguntungkan karena sifatnya fleksibel yang memiliki sedikit 

peraturan sehingga tidak kaku seperti bisnis konvensial. Melihat tren atau gaya 

pergeseran transaksi dalam berbisnis ke arah digital, hal ini dapat menjadi peluang 

bisnis yang menjanjikan bagi siapa saja. Dunia kini sedang bergeser menuju ke 

arah baru yakni, tidak lagi menggunakan uang fisik, namun menggunakan digital 

currency atau virtual currency yang dilindungi oleh kriptografi (asset kripto). 

Penggunaan cyberspace atau internet didalam melakukan transaksi bisnis 

memudahkan para penggunanya karena antara pihak penjual dan pihak pembeli 

dapat melakukan transaksi bisnis kapan saja dan dimana saja tanpa harus bertemu. 

Dalam melakukan transaksi bisnis melalui internet tetap mememerlukan cara 

untuk tukar menukar uang seperti transaksi bisnis biasa. Aset kripto atau mata 

uang digital telah menjadi salah satu objek investasi yang semakin diminati oleh 

masyarakat, terutama di Indonesia. Sebagai aset digital yang dapat 

diperdagangkan, cryptocurrency menawarkan peluang investasi yang menjanjikan 

keuntungan yang tinggi dalam jangka waktu yang relatif singkat. Namun 

demikian, investasi dalam asset kripto juga memiliki risiko yang cukup tinggi. 

Selain risiko investasi, investor asset kripto juga perlu memperhatikan aspek 

hukum dan pajak yang terkait dengan investasi ini.  

 

Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui penjualan jual beli kripto di 

bursa tukar kripto Indonesia bisa memberikan perlindungan hak kripto, serta 

untuk mengetahui penyelesaian sengketa apabila investor asset kripto digugat. 

Penelitian skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif. Bahan hukum 

yang digunakan penelitian skripsi ini menggunakana bahan hokum primer, bahan 

hokum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian skripsi ini bersifat 

perspektif analisis. 
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Hasil penelitian skripsi ini adalah: Pertama, Perlindungan hak kripto pada 

penjualan jual beli kripto di bursa tukar kripto Indonesia diatur dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 yang 

menyatakan bahwa “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin 

adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Serta 

Peraturan Bappebti Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto 

Yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Selain itu, perlindungan hukum 

terhadap transaksi jual beli aset kripto diawasi oleh Peraturan Bappebti No. 5 

Tahun 2019 tentang Peraturan Teknis Penyelenggaraan Pasar Aset Kripto Fisik di 

Bursa Berjangka juga mengatur tentang larangan perdagangan aset kripto oleh 

pedagang fisik yang tidak terdaftar. Kedua, Penyelesaian sengketa terhadap aset 

kripto yang digugat diatur oleh Badan Arbitrase Berjangka Komersial (BAKTI) 

atau Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) yang tugas dan wewenangnya diatur 

dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. BPSK bertanggung jawab dalam menangani dan 

menyelesaikan sengketa konsumen melalui berbagai cara seperti mediasi, 

arbitrase, atau konsiliasi. Putusan dari BAKTI dan Badan Penyelesaian Sengketa 

(BPSK) dalam penyelesaian sengketa dan perselisihan pada transaksi aset kripto 

bersifat final dan mengikat para pihak yang terlibat. Serta terkait dengan 

pelaksanaan arbitrase diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang 

Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa “Pihak ketiga di luar 

perjanjian arbitrase dapat turut serta dan menggabungkan diri dalam proses 

penyelesaian sengketa melalui arbitrase, apabila terdapat unsur kepentingan yang 

terkait dan keturutsertaannya disepakati oleh para pihak yang bersengketa serta 

disetujui oleh arbiter atau majelis arbitrase yang memeriksa sengketa yang 

bersangkutan”. 
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